
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu 
menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Reo/i'1bljk ( 
Indonesia Nomor 4400); f r ~ 
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PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARJN 
2019. ; 1 J.. 

MEMUTUSKAN: 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9); 

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 9); 

Menetapkan 



Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tid8J 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. t J l 

Pasal 4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Rpl 16.063.497.291,00 

Rp129.993.761.009,00 

Rp125.149.497.291,00 
Rp9.086.000.000,00 

Rp36 l. 414. 681. 400, 00 
Rp13.930.263.718,00 

Rp354. 768. 732.400,00 

Rp6.645. 949.000,00 

Rpl.701.313.169.024,00 

Rpl.438.969.577.302,00 
Rp262.136. 781.292,00 

Rp206.810.430,00 

Rp2.076.658. l 14.142,00 

Rp305.996.806.188,00 
Rpl.674.265.467.954,00 

Rp96.395.840.000,00 

b. Belanja 
1. Belanja Operasi 
2. Belanja Modal 
3. Belanja Tak Terduga 

Jumlah Belanja 
c. Transfer 

1. Transfer Bagi Hasil 
Pendapatan 

2. Transfer Bantuan 
Keuangan 

Jumlah Transfer 
Surplus/ (Defisit) 

d. Pembiayaan 
1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Pembiayaan netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, dengan pokok-pokok terdiri dari: 
a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Pendapatan Transfer 
3. Lain-Lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

Pasal 1 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 74 

WAHYU KONTARDI 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 12 Agustus 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT PURBALINGGA, 

HAYUNIN.e PRATIWI l 

Ditetapkan di Purbalingga 
~ pada tanggal 12 Agustus 2f/2,0 
C BUPATI PURBALINGGA, l 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 


